
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SEMARANG 
 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 24 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  BAGI 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 
 Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, maka ketentuan 
besaran TPP pejabat yang merangkap pelaksana tugas 
perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan 
Penghasilan  bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 
tentang Tambahan Penghasilan  bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, 
perlu ditinjau kembali; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan  bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kota Semarang; 

 
 
 
 
 



 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah   
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 83); 

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang  Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang  Nomor 140); 

 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada  Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 
Nomor 59); 

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 
tentang Tambahan Penghasilan  bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 76) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Tambahan Penghasilan  bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 
Nomor 10); 

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 118); 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  NOMOR 76  
TAHUN 2021 TAMBAHAN PENGHASILAN  BAGI PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA SEMARANG. 

 

Pasal I 

Ketentuan  Pasal 16 dalam Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 
76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan  bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut: 

 



Pasal 16 

(1)  Plt dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada 
Jabatan meliputi: 
a. Pimpinan Tinggi Pratama; 
b. Administrator; dan 
c. Pengawas. 

(2)   TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Plt yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender 
pada jabatan dan Perangkat Daerah yang sama terhitung 
tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan. 

(3)  TPP Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diberikan untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan. 

(4)  Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari 
TPP jabatan Plt yang bersangkutan. 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 
              Ditetapkan di Semarang 
              pada tanggal 28 April 2022 

WALIKOTA SEMARANG, 
 
 

 ttd 
 

         HENDRAR PRIHADI 

 Diundangkan di Semarang 
 pada tanggal 28 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG, 

 

 ttd 
ISWAR AMINUDDIN 

 BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN  2022  NOMOR  24 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 
 
 
 

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP.196503111986021004 
 
 


